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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukan analisis maka, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan keselamatan dan 
kesehatan kerja pihak PT.Adhi Persada Gedung memenuhi sebagian besar 
ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan yang sudah 
terpenuhi dapat ditinjau dari Pasal 14 butir (a) dan (b) Bab X Kewajiban 
pengurus Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 
menyatakan, butir (a) menyatakan secara tertulis menempatkan syarat 
keselamatan kerja pada tempat kerja yang dapat dilihat dan terbaca sesuai 
dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.Butir  (b) 
Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan 
kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang 
mudah dilihat.Ketentuan lain yang terpenuhi adalah Pasal 9 ayat (1) dan ayat 
(3) dan ayat (4) menyatakan pengurus diwajibkan menunjukkan dan 
menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang semua pengamanan dan alat-
alat pelindung kerja di tempatnya,alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja 
yang bersangkutan,cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Ayat (3) pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan 
bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya,dalam 
pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan 
keselamatan dan kesehatan kerja,pula dalam pemberian pertolongan pertama 
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pada kecelakaan.ayat (4) pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempet 
kerja yang dijalankannya.PT.Adhi Persada Gedung juga telah memenuhi 
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 99 dan 
pasal 100 yang menyatakan setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja serta untuk meningkatkan 
kesehjahteraan bagi pekerja dan keluarga,pengusaha wajib menyediakan 
fasilitas kesehjateraan. 
Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada 
perusahaan jasa konstruksi banguna  di PT.Adhi Persada Gedung ada 
beberapa hal yang belum terpenuhi menurut ketentuan Undang-Undang No.1 
Tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja Pasal 14 Huruf C, 
Peraturan Menteri dan Transmigrasi No.PER.01/MEN/1980 Tentang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan pasal 99 ayat 
(3) dan (4) berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri dalam konstruksi 
bangunan. 
B. Saran 
Saran yang diberikan penulis dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan 
kesehatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi di PT.Adhi Persada Gedung 
yaitu : 
1. PT.Adhi Persada Gedung dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
konstruksi bangunan seyogyanya harus lebih memperhatikan penggunaan 
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pelindung diri (APD) bagi para pekerja dan mengutamakan standar ketat 
bagi penguna APD. 
2. Pelaksanaan proyek pembangunan harus begitu diperhatikan pemerintah 
terutama dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga 
dapat mengurangi angka kecelakan kerja. 
3. Perlu adanya sosialisasi terhadap pekerja yang ingin bekerja tapi 
mengalami buta huruf sehingga diperlukaan pembinaan yang lebih 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja baik dari Pihak pemerintah dan 
PT.Adhi Persada Gedung. 
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